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Keberlanjutan perikanan tangkap, baik untuk produksi komoditi ikan @isces) maupun non- 
ikan, seperti udang dan lain-lain, memerlukan sistem pengelolaan yang tepat. Untuk 
menjaga keberadaan perikanan tangkap diperlukan persyaratan utama, yaitu sumberdaya 
perikanan yang akan dimanfaatkan haws lestari atae snstainobie. Dengan adanya hzapan 
bahwa sumberdaya perikanan sebagai salah satu andalan ekonomi Indonesia, peraturan- 
peraturan perikanan memegang peran penting dalam menentukan keberlanjutan perikanan 
tangkap. 

Dalam makalah ini disajikan tinjauan singkat tentang kelebihan dan kelemahan peratulari- 
peraturan yang berlaku sekarang, dan kebutuhm kebijakan untuk rnenyiapkan 
keberlanjutan perikanan udang nasional. Sebagai acuan utama dalam penyusunan makalah 
ini adalah Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan oleh FAO. 
Walaupun tidak spesifik difokuskan pada perikanan udang dengan trawl, prinsip-prinsip 
umum pengelolaan perikanan yang disajikan dalam makalah ini relevan untuk memenuhi 
tujuan diskusi ini. 

2 Peraturan Perikanan 

Sejumlah peraturan perikanan yang dibuat oleh Pemerintah sudah baik, dalam konteks 
konsep dan cakupannya. Hampir semua peraturan yang dibuat ofeh Pemerintah lndonesia 
memenuhi saran-saran yang dimuat dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries 
(lihat Bagian 4 makalah ini). Beberapa contoh diantaranya adalah: 

Keputusan Menteri tentang jalur-jalur penangkapan ikan (SK Nomor 
39UI(ptslIW120/4/1999 tertanggal5 April 1999, Tabel 1). 
Keppres No. 3911980 tentang penghapllsan trawl di perairan bagian b ~ r a t  Indonesia. 
SK Dirjen Perikanan no. LK.0101S3.8375182 tentang konstruksi pukat udang yang 
dilenskapi dengan alat pemisah ikzr! (kD1) 

Namun sebagian peraturan-peraturan perikanan yang ada di Indonesia kurang efektif. 
seperti dibuktikan dengan adanya berbagai kasus pelanggaran dan hukuman kepada para 
pelanggar. Akibatnya, terkesan bahwa perikailan Indonesia hingga sekarang belum 
dikelola dengan baik (Kusumastanto 2032; Dahr~ri 2002). 






